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PENETAPAN
Nomor 5479/Pdt.G/2023/PA.Shy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX binti Arifin, NIK. 3578234311920001, tempat dan tanggal lahir Surabaya,
02 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di  Kota Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXX bin XXXX, NIK. 3578162602890002, tempat dan tanggal lahir Surabaya,
26 Februari 1989., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
Diketahui, bertempat tinggal di Alamat KTP/KK di ~ Kota Surabaya,
akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas
baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia., selanjutnya disebut
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

5479/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 21 November 2023 telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
menikah pada tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.
0080/029/111/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jambangan, Kota
Surabaya;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri dan bertempat di rumah Penggugat di Kota Surabaya ;
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3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
anak.;

4, Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan
karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada
Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak 30 Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah
tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik didalam
maupun diluar wilayah Indonesia yang sampai diajukan gugatan ini sudah
berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak
memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan
tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

8. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon
kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan
memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
(XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti Arifin);

3. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;
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Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. H. Tamat
Zaifudin, Drs, M.H. tanggal 25 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil dengan
pencabutan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas persetujuan dari Tergugat telah
mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor
5479/Pdt.G/2023/PA.Shby dalam persidangan tanggal 25 Maret 2024, karena
antara Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah
ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan
Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi
kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh
keduanya mediator yaitu Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. dan ternyata berhasil
dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atas persetujuan dari
Tergugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya
pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat
pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga
pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;
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Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis
hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5479/Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15
Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL
HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H..

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.
Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses :Rp.  100.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 740.000,-
Biaya PNBP ' Rp. 30.000,00
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah ' Rp. 920.000,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
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